PEMERINTAH KOTA SORONG
DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT KANTOR : JL, BURUNG KURANA REMU, TELP. (0951) 333064 FAX. (0951) 325747

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SORONG
Nomor : 421.9/ 43¢ Tahun 2015
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USLA
DINI (FAUD) PELANGI SUKACITA 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SORONG

Menimbang 8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Rebudayaan , Republik Indenesia Nomor 84 Tabun 2014
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Mip,
aka perlu diberikan Izin Pendirian dan Clperasional
PAUD Pelangi Sukacita 1 dengan  keputusan  Kepala
Dinas Pendidikan Kota Sorong ;

b. Bahwa berdasarlan pertimbangarn sebagaimana
dimaksud dalam hurul s, perlu menctapkan keputusan
KRepala Dinas Pendidikan Kots Sorong Llentang pemberian
lzin Pendirian  dan  Operasional  PALID Pelanp
Sukacita 1

Mengingat 1. Undang-Undang  MNomor 45 Tahun 1594 fErtang
Hembentukan Provinsi Irian Java Tensah, Provins) Iran
Jaya  Barat, Kabupaten Papiai panupaten  Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota s0rong  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 173
Tambahan Lembaran Nesara Repubhlk Indonesia Momor

3894 | sebagaimana telah diubak dengan Undane-
Undang Nomar 5 Tahun 2000 entang Peubaban Alas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun {999 tEntine

pembentukan Provinsi [rian Jaya Barat dan Kota Sorong
(lembaran  Negara Republik  [ndonesia  Nomor {2l
Tambahan lembaran Negara Republik fndonesia Nomon

a960]



Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Oronomi
Khusus bagi Propinsi Papus (Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Tahun 2001 Nomar 1335, tambahan lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4151] sebapaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 (entang peneiapan peraturan Pemerintah pengeant
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tenlang
perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonom Khusus bagi Provinsi Papua menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indanesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran MNepara
Republik [ndonesia Nomor dR84)

Undang-Undang Momer 20 tabun 2003 lentang SISLEIT
Pendidikan Nasional [Lembaran Negara  republik
indonesia tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 43017 .

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah  Daerah  (Lembaran: MNegara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Momar 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimarna
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 232 Tabun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembiaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4824

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 entang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembiar-
an Nepara Republik Indenesia Tahun 3011 MNomor &2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Bomor
5233] 4

Peraturan Pemerintah Nomaor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah  dan  kewenargah propins
Sebagai Daerat Otonem  (Lembaran Mepara  Republilk
[ndoncsia Tabun 2000 Nomor 54.Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 3652) 5

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara pEmerinkalky
Pemerintahan Daerah Froviasi, dan Pemerintah Dacrah
Kabupaten [ Kota (Lembaran Mepara Republilk Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 4737
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Memperhatikan

Menctapkan

10.

Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 entans
Pengelolaan dan  Penvelengparaan Pendidilkan (Lembar:
an Nepara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara [ndonesia Nomaor S105)
sebagaimana telah dinbah dengan peraturan Pemerintab
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Dan Penyvelenggaraan Pendidikan: [Lembaran Negara
Republik Indonecsia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan
Lembaran Megara Republik [ndinesia Namor 5157 5

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tenlang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Beria
Negara Republik Indonesta Tahun 2011 Nomor 694 5

Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota
Sorong. [(Lembaran  Berita  Dacrah Raola Sorong
Nomaoar 4] ;

Surat Ketua Yayasan Pelang Negeriku Kota sorong Nomaor

420,1 /021 /PAUD PSI/SRG IV /2015 tanggal 13 Aprl
2015 tentang  Permohonan in Operasional PAUD Felang
Sukacita 1.

Memutuskan

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong tentang
Femberian lzin Pendirian dan Operasional PAUD Pelangi
Sukacita 1

BAB !
KETENTUAN UMLUIM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong ini yang dimaksud

dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Waliketa dan Perangkat Dacrah sebagal Unsur
penyelenggaraan Pemerintah Daerahy.

LA LTt

Walikota adalah Walikota Sorong,

Selertaris Daerah adalah Sekretans Daerah hota Sorong.

Dinas Pendidilkkan adalah Dinas Pendidikan kota Sorong.

Kepala Dinas Pendidikan adalah Kebala Dinas Pendidikan kota Sorong
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7. Pendidikan Apak Usia Dini adalah PAUD Pelangm Sukacita | yang
menvelenggarakan kegiatan
a. Taman Kanak Kanalk
b, Kelompok Bermain.

BAB LI
PENDIRIAN

Pasal 2

lzin  Pendirian dan Operasional PAUD Pelanpi Sulkarcits 1 diberikan kepdda
Yayasan Pelangi Negeriku Kota Sorong,

BAB 111

Nama, Tempat dan-5tatus
Bagian Pertama

Marma
Pasal 3

Nama Satuan Pendidikan PAUD Pelangi Sukaaita 1

Bagian Kedua
Tempat

Pasal 4
PAUD Pelangi Sukasita 1 Bertempat di Kota Sorong Provinsi Papua Baral
Bagian Ketiga
SLatis

Pasal 5
PAUD Pelangi Sukacita 1 Berstatus Badan Hukum. Swasla oleh Yayasan
Pelang Negeriku Kota Saorong.
RAB 1V
Kewajiban dan Larangan
Pazal &

PAUD Pelangi Sukacita | wajib melaksanakan kurkulum Masional vang
ditetapkan oleh Pemerintah,

Hal -4



Pasal 7

Dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan Pendidikan Anak Usia
Dini, maka Yayasan Pelangi Negeriku sebagm Badan Pendiri dan Pengelola
wajib mematuhi dan melaksanakan semua Peraturan Perundang - Undangan
penyelenggaraan pendidikan Kelompok Bermain . sebagaimana ditetapkan dan
diatur oleh Menteri Penddikan  dan  kebudayaan Republik  Indonesia,
Pemnerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kota Sorong,

"

Pazal 8

Dilarang untuk meniadikan PAUD Pelangi Sukacita | untuk kepentingan

politik atau golongan tertentul.
Fasal @

Dalam penyelenggaraan PAUD Pelangl Sukacita 1 dilarang menjadikanny:
untuk tujuan - tujuan Komersial serta dilarang melakukan pemungutan biayvd
yang fidak sesual dengan keputisan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia,

Pasal 10

Untike menjamin mutu Pendidikan pada PAUD Pelang Sukacita 1, maka
Yayasan Pelangi Negeriku Kota Sorong sebagar pendir dan pengelola
diwajibkan menyediakan sarana prasarana enaga pendidik dan dana sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan kebudayaan

Republik Indonesia.

Pa=al 11

Jumlah jam pelajaran pada PAUD Pelangl Sukacita | harus sesual dengan

jumlahb jam pelayjaran atan alokas! waktu belajar schagaimana diatur dalam

Kurikulum Nasional, namun apabila di pandang perlu  dalam  rangka

peningkatan mutu Pendidikan dapat menambal alokast wakiu pelajaran

setelah mendapat izin dar Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong dengan letap
.

memperhatikan hak peserta didik untuk istirahat dan bermain.
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BABV
PROSES PENDIDIKAN

Pasal 12

Pelaksanaan pendidikan pada PAUD Pelang) Sukacita | merupakan flanjuran
ljin PAUD Pelangi Sukacita 1.

Pasal 13

Melaporkan kinerja dan Kemajuan Pendidikan Anak Usia Dini disertai daftar
hadir puru/ tutor peserta didik kepada Dinas Pendidikan.

]

BAEB VI
KETENTUAN PENUTUR

Pasal 14

Izin ini sewalktu—waktu dapal dicabut apabila tidak lagt memenuhl persvaratan
atau  sudah tidak lapi menyvelenggarakan program pendidikan lavanan PALD
atau tidak layak berdasarkan hasil evaluasi,

FPasal 15

ljin  Pendirian dan Operasional PAUD Pelang Sukacita 1 ini mular berlaku
pada tanggal 13 Juli 2015,

Demikian Izin Pendirian dan Operasional diberikan untuk dilaksanakan
sehapaimana mestinya, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbatk
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di P Bnrng
ml o ff Nopember 2015

! SOrong,

Tembusan Yth : - iNIP 19580401 198203 2007

1
A

Walikota Sorong di Borong
Inspektur Kota Sorong di Sorong

3. Penpurus Yavasan Pelangi Negeriku

i Sorong

e ]



